BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINS| SUMATERA UTARA

i PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
' . NOMOR 09 TAHUN 2018
| TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS FERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG PEMRENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN KEABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANUL] UTARA,

Menimbang : 8. bahwa dalam pnanl 95 ayat (9) Peraturan Pemerintah
’ Republik Indonesin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pernnglent
Daerah menyatakan bahwa Kepala unit pelaksana teknis
yang berbentuk pusat keschotan masynrakat dijabat oleh
peiabat funpainnal tenaga kesehatin,

b. bahwa sesun] dengan ketentuan Posal 30 ayat (6) Persturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dacrah, perlu melakukan perubahan
kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 1.2
Tahun 2008 tentang Pembentukun Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanull Utarn;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagalmana dimaksud
dalam huruf & dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Bupatl tentang Perubehan Kedun atas Peraturan Bupati
Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tapanuli Utara;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 (entang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Knbupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1008
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Toba
Samosir dari Kabupaten Daernh Tingkat Il Mandailing Natal
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukon Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  lentang
Perbendaharaan  Negara  [Lembarnn  Negara  Republik
Indeonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355,
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanpgan Antara  Pemenntah  Pusat  dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neparn Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tumbahan Lembaran Negara Remublik Irclpesin
Tahun 2004 Nomar 443RK);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentany Pelayannn
Publik (Lembarun Negara Republik Indonesin Tohun 2009
Nomor 28, Tambahan Lembarnn Negarn Repubilik Indonesia
Nomor 3038, .
Undang-Undang Nomeor A6 Tahun 2009 tentang hf‘ﬂﬂhll["“
[Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2009 Nomar
144, Tambahan Lembaran Neparn Repullik Indonesia Nomar
5063);

Undnng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Unidangan  (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tahun 2011 Nomor H:I’.. Tombinhan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 52.24) o
Undang-Undang Nomor 5 Takun 2014 tentang Aparatur Hipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tohun 2014
Nomer 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Darrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarnn  Negara
Republik Indonesia Nomaor 33HT| selapaimanag telonh rlluh;lh
beberapa kall terakhir dengan Undang Undoang Nomors 4
Tahun 2015 rentang Perubahan Kedaa Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntihan  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
2679);

Peraturan Pemernintah Nomor 100 Tobun 2000 rentong
Pengangkatan Pegawat Negen Sipil Dalam Jaboron Sirglitural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Narner
197, Tambahan Lembaran Negars Repubbk todenesia Nomer
4018) sehapumann  ielah dwbab  denpan Meraluran
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perabahan Alis Perfurnn
Pemerictah  Somor 100 Tahun 2000 renmang I‘rr1.|.',||'ru._1_l-:n1an
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strubktural |Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Momnes A3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194,

Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 20003 tentang
Wewenang Penganekntan, Pemindahan dan Pemberhention
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republi Indonesia
Tahun 2003 Nemor 15, Tambahan Lembaran Neparn
Republik Indonesia Nomor 42613 sebapgaimann telnh diubah
dengan Pemmturnn Pemenmtah Nomor . 63 Tanhun 2009
tentang Perubahnn Ataa Peraturnn Pemerininh Nomoe 9
Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,
Dan Pemberhientinn Pegnwni Negen Sipll (Lembaran Negarn
Republik Indonesin Taliun 2009 Nomor 161,

Peraturan  Pemerintnh Nomor 79 Tahun 2005 {entang
Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penvelenjgaraan
Pemenntahan Darraly (Lemboran Negaro Republik Tndonesio
Tahun 2005 Nomaor 165, Tamhahan Lembiarnn Negarn
Republik Indonesi Nomor 4503);
Peruturan Pemenntah Nomor 53 Talun 2010 tentang Dhmiplin
Pegawiy Newgen Sipni {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan lembaran  Negarn
Republik Indonesia Nomor 5587,
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14. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2010 temiang
Pemangkat Daerah (Lemboran Negara Repuhlile Imdonesia
Tahun 2016 Nemor 114, Tambahan Lembaran Megnsa
Republik Indomesa Nomor SHET, L

15. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentane Disiplin
Pegawn: Negert Sipil [Lembaran Negara Republin TI‘II]IE'F:":."IIFI
Tahun 2014 Nomor 244, Tembshan Lembaran  RNegifa
Repubiik Indonesin Nomor 5387 o

16, Peraturan Mentert Kesehatan Nomor 75 Tohun 2230 WEAT00E
Pusat Kesehaton Maosvarakat (Berita  Negara Republik
Indonesio Tahwn 20014 Nomuor|

17, Peraturan Presiden Nomor 87 Taliun 2014 lenrang Perpturan
Pelaksannan Undang-Undung Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukin Peraturan  Perundang-undangan  (Lembiran
Negarn Republik Indonesia Tahiin 2014 Nomar 19059, .

18. Peraturan Meriteri Datam Neged Nomor 80 Tahun 2005
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negora
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030}; -

19, Peraturan Meniert Dalum Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Prdoman Pembentukan dan Klasilkan Crbang Dinpa
dun Unlt Pelaksann Treknisy Dacrah (Berita Negnra Republik
Indonesin Tahun 2017 Nomar £51);

20. Pernturan  Dacral Kabupelen Tapanuli Utara Neomor o0
Tahun 2016 tentang DPembenmbmn  Peranghat Daerah
Knbupaten Tapanub Utara;

21, Peraturan Buputt Tapanull Wars Nomor 12 Tehun 008
tentang Pembeniikon Umt Peluksana Teknis padia Dinas
Keschatan Kahupilen Tapanuli Utare sebagmimanan telah
diubah desmpan Peraturon Bupati Taponull Utara Nomor 10
Tahun 2016 tentznp Perubabian Atas Peruturan  Bupat
Tapanuli Utara XNomor 12 Tnhun 2008 tentang Pembentukan
Unlt Pelaksana Teknis padn Dinas Kesehualun Kabupsten
Taponull Utara

MEMUTLUBKAN :

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERURBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPAT] TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG FEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEENIS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

Faxal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatn Toapanuli Utara Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Keschatan
Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai beriiout:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2} diubah, sehingga Pasal 6 bertnimit sebageai berikout :
Passal &

(1) Organisasi UPT, terdin dar :
n. Kepala UPT,;
b. Kasubbog Tata Usahn;
. Petugns Admunistras;
d. Petugons Operasional;
e. Kelompnok Jobatan Fungsional,
2} Kepala UPT adalah Jabatan Fungsional.
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[3) Kasubbag Tar Usaha adalah Jabatan Strukturnl Eselon [V b,

[3) Perugns metupsian unsur smf nen struktural dan non fungsional yang
beradn di bawph dar bertangsungawat kepada Kepala UPT.

(3] Urnian Tugas UPT ditetapkan demgan Reputusan Bupat.

18) Bagan Susunan Ofganisasi UPT, sebagaumani terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ni,

Pasal Il
Peraturan Bupat i mulni berlaloe pada tanggs! diundanghan,

Agar wsctinp omang mengetahuinys, memennmbkan pengundangen Peraturan
Bupst ini dengsn penempatannya dalam Berita Daerali Kabupaten Tapanuli
Um=ra

Ditempkan di Tarstung
pada tmnpggal 7 fdvruen $ |

BUPAT! TAPANTLI UTARA,
Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan diTarutung
pada t=ngzal 13 Peleruard 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABLPATEN TAPANULI UTARA,

EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

a HERITA DAERAH KABUPATEN TAPANUL! UTARA TAHUN 2018 NOMOR __92
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